
BUPATI BARITO SELITTAN

PROVINSI I{ALIMAITTAN TENGATI

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NoMoR 1s8.45/ s 12ol22

TENTAITG

PENETAPAN BATAS BESARAIT UAITG PERSEDIAAN IUASING'MASING

SATUAN I(ER.TA PERANGKAT DAERATI DI LIITGKUITGAIT PEMERIITITAII

I(ABUPATEN BARITO SELATAI{ TAIIUil ANGGARAIT 20/22

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

b.

BT'PATI BARISO SELIITAIT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat {3)

Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2oL9 tentang
pengelolaan Keuangan Daerah dan a;gat penatausahaan
keuingan berjalan tertib dan terkendati kepada setiap

Satuai Kerja perangkat Daerah masing-masing diberikan
Uang Persediaan {UP);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan

Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan

Batas Besaran Uang Persediaan Masing-Masing Satuan

Kerja Perangkat naerah di Lingkungut' l:*erintah
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2O22;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959

tentangPenetapan undang-unilang Daerah Nomor

3 Tahun 19-53 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan; 

i.;:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas"dari
Korupsi, Kolusi dan NePotisme;

2.

3. Undang-undang Nomor L7 Tahun 2oo3 tentang
Keuangan Negara;

Jaian Pelita Raya Nomor 3O5 F, Telp (0525) 21001, Faximille {0525} 2150O

Website :www.baritoselatankab' goid Buntok, Kode Pos 7 37 I 1
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(2\

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4

Perbendaharaan Negara;

tentang

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2aL4 tentang
pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-
undang Nomor 23 Ta]r:un 2ao4 tentang Pemerintahan

Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
Z}rc tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 56 lahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah;

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2ola tentang

Standar Akuntansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahruln 2o2o

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor

18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor

3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor

7 Tahun 2a2A tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor

2 Tahun 2A2l tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022;



15.

(3)

Peraturan Bupati Barito selatan Nomor 43 Tahun 2OL2

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah;

MEMUTUSI(AN :

Penetapan Batas Besaran Uang Persediaan Untuk Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

Besaran Uang Persediaan kepada masing-masing Satuan
Kerja Perangkat Daerah Maksimal sebesar 10% (sepuluh
perseratus) dari pagu Anggaran Belanja Operasional jenis
Belanja Barang dan Jasa.

Dalam melaksanakan penatausairaan Uang Persediaan,
Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat
Daerah agar berpedoman pada peraturan Per'rndang-
undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
3 ianuari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal i ,fi-:;.r.r::":" 2422

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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